BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan  Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang  Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Barru.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenanagan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat daerah yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barru.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Barru.

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten,
TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat
provinsi/kabupaten/desa, dunia wusaha/investor, pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta
keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan
kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka
mencapai visi, misi dan tujuan, yang meliputi RPJP Daerah, RPJM
Daerah, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yan
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan
penjabaran dari RKPD dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran, serta  anggaran yang  diperlukan  untuk
melaksanakannya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Pearturan Daerah.



(1)

(2)

(4)

(1)

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan

prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan asas kepastian

hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannnya menyusun rencana

pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi :

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;

b. dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah;

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan

nasional.
BAB III
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah mencakup
penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintah Daerah yang
meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu oleh Perangkat Daerah

sesuai dengan kewenangannya.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan:

a. RPJPD;

b. RPJMD; dan

c. RKPD.

Rencana perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas :

a. Renstra Perangkat Daerah;

b. Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam cakupan
daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah
diwujudkan dalam bentuk :

a. RPJM Desa; dan

b. RKP Desa/Kelurahan.

Pasal 4
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (Dua puluh) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah
dan ekuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu S5 (Lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJM Daerah
dan bersifat indikatif.



(2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang berisi indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB IV
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses,

menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;

b.partisipatif;

c.politis; dan

d.atas-bawah dan bawah-atas

Pasal 7

(1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan Daerah.

(2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

(3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih kedalam
Dokumen perencanaan Pembangunan jangka Menengah yang dibahas
bersama dengan DPRD.

(4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam
musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa,

Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 8
Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi,
menggunakan pendekatan:
a. holistik-tematik;
b. integratif; dan

c. spasial.



Pasal 9

(1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

(2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu
proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan Daerah.

(3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,

dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam

perencanaan.
BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
Pasal 10

(1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 8 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan
rencana Perangkat Daerah.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.

(3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a. Renstra Perangkat Daerah; dan

b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 11
(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan,

10



sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan
Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu
5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan
RPJMN.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf ¢ merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

Pasal 12

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3)
huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3)
huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra

Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 13

(1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

(2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

(3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan berbasis pada e-planning.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan e-planning diatur dengan

Peraturan Bupati.
Pasal 14

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja

Perangkat Daerah.

11



(2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku
kepentingan.

BAB VI
TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 15

(1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan Musrenbang;

e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

(2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Pasal 16
(1) Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1)
huruf d dan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
(2) Alur prosedur tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17

(1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Ayat (3), didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya
saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat
Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan.

(3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan
harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target
pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana
pembangunan nasional.

(4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

Pasal 19

Capaian kinerja pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) memperhatikan indikator-indikator yang tercantum dalam Lampiran

yang Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.
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BAB VII

KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Pasal 20

(1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan
rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana
pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:

a. rancangan awal RPJPD;

b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD;
c. rancangan awal RKPD;

d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; dan

e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

(2) Perumusan  kebijakan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan
pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian
rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

(3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan

efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 21
(1) Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20, meliputi:
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. analisis keuangan Daerah;
c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
d. KLHS;
e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis
Daerah;
f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
j- perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
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(2) Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22
Agar rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:
a. pembentukan tim perumus;
b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 23
(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
daerah dilakukan terhadap :
a. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah; dan
c. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah
(2) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH
Pasal 24
(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.
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(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 25

(1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang
tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala
Daerah dengan ketua DPRD.

(3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat
terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar
biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah RKPD ditetapkan.

(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

(5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. target sasaran pembangunan Daerah;
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c. prioritas pembangunan Daerah;

d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
Daerah; dan

e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat
dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.

(8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak
perlu dilakukan perubahan.

(9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan
dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai

acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 26
Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan
RPJPD dan RPJMD.

Pasal 27
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dengan
tahapan:
a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
C. penetapan.

Pasal 28
Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan

perubahan Renstra Perangkat Daerah

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah yang
telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan daerah ini.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI BARRU,
Cap/ttd

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Cap/ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.19.238.17
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan
Nasional, sehingga perlu direncanakan secara sistematis sesuai dengan
rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Di
samping itu rencana pembangunan daerah harus mampu
mengakomodasikan perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan,
serta kepentingan sektoral pada masing-masing SKPD.

Untuk dapat mengakomodasikan semua kepentingan stakeholders
pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah harus
disusun melalui tahapan-tahapan yang jelas, serta batas waktu yang
ditentukan, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat
terarah, terukur dan tepat waktu.

Penyelenggarakan tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknikratik,
partisipatif, atas bawah (top down) dan bawah atas (battom up). Hal ini
dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui
pemanfaatan sumber daya public yang berdampak pada percepatan proses
perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau
terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat,
dan tercapainya tujuan pelayanan public.

Proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan
memasukkan prinsip pemerataan, demokratis, desentralistik, tranparansi,
akuntabel, responsive, dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur

pelaku pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur beberapa ketentuan
mengenai, penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra Perangkat
Daerah, Renja Perangkat Daerah serta pelaksanaan Musrenbang Desa,

Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Diharapkan dengan
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Peraturan Daerah ini semua unsur yang terlibat dalam perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi masyarakat, Pemerintahan Desa dan
Pemerintahan Daerah, dapat melakukan perencanaan sesuai pedoman
dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan beberapa hal yang bersifat teknis
dalam Peraturan Daerah ini diamanatkan akan diatur kemudian dalam
bentuk Peraturan Bupati sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan

Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
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Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 13
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